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NGABANG-RK. Begulasi baru soal
pengelolaan keuangan daerah kem-
bali disosialisasikan kemarin (17/10),
di aula Kantor Bupati Landak. Meng-
hadirkan narasumber dari Direkeorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Ke-
menterian Dalam Negeri.

Sekda Landak, Vinsensius, me-
wakili Bupati Karolin Margret Natasa
membuka sosialisasi itu, Ja menyam-
paikan, peraturan pemerintah yang
baru ini dibuat untuk menjaga tiga
pilar tata pengelolaan kenangan dae-
rah. Yaitu transparansi, akuntabilitas,
dan partisipatif.

“Yang ditekankan pada PP nomor
12 tahun 2019 inl mencakup pen-
gaturan mengenai perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, dan
penatausahaan, serta pertanggung-
jawaban atau pelaporan keunangan
daerah,” paparnya.

Mantan Kadis Perkebunan Lan-
dak ini berharap, aparatur penge-
lola kewangan Pemkab Landak bisa
beradaptasi dan merespons cepat
perubahan regulasi tersebut.

Vinsensius meyakini, perubahan
regulasi itu akan membawa dampak
lebih baik dalam pengelolaan keuan-
gan daerah. "Kedepan, Pemerintah
Kabupaten Landak tetap mampu

mempertahankan predikat WTP dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia,” pinta mantan kepala DP-
PKP kabupaten Landak itu.
Sosialisasl dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Landak ini diikuti 218 orang, Terdiri dari
pimpinan dan anggota DPRD Landak,
Inspektur, para Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekda, Kepala OPD se-Landak, Pejabat
Penatausahaan Keuangan, Bendahara
SKPD, Puskesmas, BLUD, pengurus
barang, dan penyimpan barang

Ditambahkan Kepala BPKAD
Landak, Benediktus, tujuan sosial-
isasi Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang pengelolaan
keuangan daerah ini untuk memberi-
kan pemahaman. Tentang dampak
penerapan regulasi itu.

“Selain itu untuk menyempur-
nakan aturan tentang pengelolaan
keuangan sebelumnya yang diatur
dalam PP nomor 58 tahun 2005,
tandas Benedikms. [ fus)
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Sekda Landak Vinsensius
membuka sosialisasi
pengelolaan keuangan daerah,
Kamis (17/10). astosius-rx
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